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ABSTRAK 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai 

negara hukum, hal ini berarti bahwa semua tindakan dan perilaku masyarakat 

diatur oleh ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika diciptakan untuk memastikan pengawasan terhadap peredaran 

narkotika, agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang tepat, serta 

melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Tujuan 

dari penulisan adalah untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan 

berdasarkan sistem restorative justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri 

Pemalang. Metode dalam penulis penelitian ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif. Sepekifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis dari 

sumber data yang digunakan dalah data primer dan sekunder. 

Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang sudah merapkan penghentian 

penuntutan berdasarkan sistem restorative justice tetapi hanya untuk perkara 

pidana ringan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan 

penghentian penuntutan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan 

Negeri Pemalang sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 

2020. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan restorative justice bisa 

berasal dari hukum itu sendiri, keluarga terdakwa dan Masyarakat. Upaya yang 

bisa dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi kepada Masyarakat tentang 

bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative 

justice. 

 

Kata Kunci : Penuntutan, Narkotika, Restorative Justice 
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ABSTRACT 

 

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

affirms that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a law-based state. 

As a law-based state, this means that all actions and behaviors of society are 

governed by legal provisions. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics 

was created to ensure supervision of the distribution of narcotics, so that their 

use is in accordance with the right purposes, and to protect society from the 

negative impacts of drug abuse. The purpose of this writing is to determine the 

implementation of the termination of prosecution based on the restorative 

justice system in the jurisdiction of the Pemalang District Attorney's Office. 

The method in this research is a normative juridical approach method. The 

specification of this research is descriptive. The type of data used is primary 

and secondary data. 

 

In the jurisdiction of the Pemalang District Attorney's Office, the termination 

of prosecution based on the restorative justice system has been implemented, 

but only for minor criminal cases. From the research results obtained, it was 

found that the implementation of the termination of prosecution for narcotics 

crimes in the jurisdiction of the Pemalang District Attorney's Office is in 

accordance with Attorney General Regulation Number 15 of 2020. Factors 

that hinder the implementation of restorative justice can come from the law 

itself, the defendant's family, and the community. Efforts that can be made are 

through socialization to the community about how to implement the 

termination of prosecution based on the restorative justice system. 
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